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Buruh Perjuangkan...

Menurutnya, buruh di Kota
Jogja mengalami defisit ekonomi.
Bendasar survei KHL, seharusnya
upah buruh sebesar Rp2,7 juta.
“Saat ini UMK Kota Jogja hanya
Rp1.8 jita. Artinya, terjadi defisit
sekitar Rp200.000 yang harus
ditanggung para buruh,” ujarnya.

KSPI DIY berharap pemerintah
membuat sistem UMK sektoral.
Dengan melihat Jogja sebagai
kota wisata, maka buruh di
sektor pariwisata seperti hotel
periu dibedakan.

Kepala Dinas Koperasi, UKM
dan Nakertrans Kota Jogja, Lucy
Irawali, membenarkan dalam
pembahasan UMK Kota Jogja
tahun masih menggunakan PP
No.78/2015. “Kami mengacu pada
surat dari Menteri Ketenagakerjaan
dan PP No.78/2015, dan untuk

penetapan dilakukan oleh Gubernur
DIY,” katanya.

Pemkot Jogja bersama Dewan
Pengupahan telah menyerahkan
hasil pembahasan kepada Wali
Kota Jogja pada Senin dan
direkomendasikan kepada Gubernur
DIY pada Rabu (30/10).

Sama seperti Kota Jogja, Disnaker
Sleman menetapkan UMK mengacu
pada PP No. No.78/2015 tentang
Pengupahan. “Kami menentukan
besaran UMK sesuai aturan vang
berlaku,” kata Kepala Disnaker
Sleman, Sutiasih, Senin.

Sesuai surat edaran dari Pemerintah
Pusat terkait instruksi penerapan

PP No.78/2015 beseria besaran

inflasi dan pertumbuhan ekonomi
sebagai penentu kenaikan UMK,
maka penetapan UMK Sleman di
zﬂmnﬂkalunmnpemmhmgkan
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variabel KHL.
Apabila mengacu pada PP No.78
-dengan peneniunya inflasi dan
pertumbuhan ekonomi, maka
menurut Sutiasih, kenaikan UMK
Sleman di 2020 mencapai 8,51%
atau menjadi Rpl,8 juta, atau
naik Rp100.000 dari UMK 2019
sebesar Rpl,7 juta,

Meski saat ini tidak
mempertimbangkan KHL, namun
menurut Sutiasih, Pemerintah
Pusat menggodok Revisi PP No.78,
salah satu isinya penentuan UMK
untuk 2021 bisa me
survei KHL dan yang menggelar
survei Badan Pusat Statistik {BPS).
“Tapi kami tidak bisa banyak
memberikan penjelasan terkait
revisi. Kami konsentrasi dulu ke
2020, kami akan hitung, sebelum
UMK ditetapkan,” ujar Sutiasih.
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